
  

83 

 

BAB IV 

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA                                 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  

 

 

4.1  Uraian Program, Uraian Kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan 

  

 Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam 

bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan 

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai 

dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian 

aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) 

suatu program. 

 Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program 

yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

dalam lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi masing-

masing. Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan ditentukan 

program dan kegiatan serta indikator kinerja masing-masing program, 

kegiatan, dan sub kegiatan. Program yang digunakan pada Rencana 

Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan tahun 2025-2029 sebanyak tiga program, yaitu: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;  

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;  

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 

 Dari 3 (tiga) program diatas kemudian dijabarkan menjadi                                    

14 (empat belas) kegiatan dan 86 (delapan puluh enam) subkegiatan yang 

menunjang indikator kinerja utama. Rincian lebih lanjut mengenai Program, 

Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Indikatif 

dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 4.1 

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah 
 

NSPK Sasaran 

RPJMD yang 

Relevan

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator  Output Program dan Kegiatan Ket

1 2 3 4 5 6 7 8

                                    

Tersusunnya Dokumen Perencanaan 

Anggaran Daerah yang Tepat Waktu dalam 

pemenuhan Belanja Daerah Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan serta Belanja 

Mandatory Spending 

Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran 

Daerah yang Tepat Waktu dalam Pemenuhan 

Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib 

dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta 

Belanja Mandatory Spending 

BIDANG 

PERENCANA

AN 

ANGGARAN 

DAERAH

Tersusunnya KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 1
Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan KUA dan PPAS

Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan 

PPAS 

Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS yang Disusun
2

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS

Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA - SKPD  yang Diverifikasi 3
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan 

dan Verifikasi RKA - SKPD

Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA - SKPD yang Diverifikasi 4
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan 

dan  Verifikasi Perubahan RKA - SKPD

Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD 

dan Peraturan Kepala  

Daerah tentang Penjabaran APBD

Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

APBD

5

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Peraturan Daerah tentang 

APBD dan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran APBD

Tersusunnya Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan 

APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan APBD

6

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD dan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Perubahan 

APBD

Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang 

Anggaran 

Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan 

Bidang Anggaran
7

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Regulasi serta Kebijakan 

Bidang Anggaran

Meningkatkan 

penyelenggaraan 

tata kelola 

pemerintahan yang 

baik berbasis 

digital, menuju 

pelayanan publik 

yang berkualitas

Terwujudnya  

Peningkatan 

pengelolaan 

keuangan dan 

aset  daerah 

yang transparan 

dan akuntabel 

Indikator 

Indikator : Opini 

BPK

Meningkatnya 

Kualitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

indikator :                      

1.Persentase 

Penetapan Dokumen 

Dokumen APBD  yang 

Tepat Waktu sesuai 

Peraturan 

Perundangan. 2 

Deviasi realisasi 

belanja terhadap 

belanja total dalam 

APBD (Budget 

Execution )

Meningkatnya Kualitas Tata 

Kelola Anggaran indikator  1. 

Persentase Belanja Pegawai 

di Luar Tunjangan Guru yang 

Dialokasikan melalui TKD  2. 

Persentase Alokasi Belanja 

Infrastruktur 

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 

Rencana Anggaran Daerah kasub
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NSPK Sasaran 

RPJMD yang 

Relevan

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator  Output Program dan Kegiatan Ket

1 2 3 4 5 6 7 8

Terbinanya Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan

Keuangan

Persentase Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota yang dibina 

Pengelolaan Keuangannya 

Kegiatan  Pembinaan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya  Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

8

Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD 

Kabupaten/Kota dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

Terlaksananya  Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD 

Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 

APBD Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD 

Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 

APBD Kabupaten/Kota

9

Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan 

APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan APBD 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD Kabupaten/Kota

10

Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 

Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi 

Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan 

Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 

Kabupaten/Kota

11

Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 

Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Perubahan APBD 

Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kualitas 

Kabupaten/Kota dalam 

Penyusunan APBD/APBD-P 

dan PertanggungJawaban 

Pelaksanaan APBD indikator 

Persentase Kabupaten/Kota 

yang menyampaikan Raperda 

tentang APBD, APBD P dan 

Pertanggungjawaban dengan 

Tepat Waktu
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NSPK Sasaran 

RPJMD yang 

Relevan

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator  Output Program dan Kegiatan Ket

1 2 3 4 5 6 7 8

Terlaksananya   Konsultasi dan Koordinasi 

Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan 

Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota

12

Sub Kegiatan Pembinaan Implementasi 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

Bidang Keuangan Daerah 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pembinaan Implementasi 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang 

Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan 

Daerah Bidang Keuangan Daerah 

Kabupaten/Kota

13

Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Kabupaten/Kota dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan 

Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan 

secara Akuntabel, Efektif dan Efisien serta 

Berbasis Digitalisasi

BIDANG 

PERBENDAH

ARAAN 

DAERAH

Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas 

Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 

Pengelolaan Kas Daerah
14

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Pengelolaan Kas Daerah

Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Sebelumnya

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
15

Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Sebelumnya

Terlaksananya Penatausahaan

Pembiayaan Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan 

Pembiayaan Daerah
16

Sub Kegiatan Penatausahaan 

Pembiayaan Daerah

Meningkatnya Kualitas Tata 

Kelola Perbendaharaan 

Indikator Persentase 

Penurunan SILPA  
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan 

Perbendaharaan Daerah

Persentase Terlaksananya Koordinasi dan 

Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana 

Perimbangan secara Akuntabel efektif dan 

efisien serta berbasis Digitalisasi

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH
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NSPK Sasaran 

RPJMD yang 

Relevan

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator  Output Program dan Kegiatan Ket

1 2 3 4 5 6 7 8

Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi,

Asistensi, Sinkronisasi,

Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi 

Pengelolaan Dana Perimbangan dan

Dana Transfer Lainnya

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, 

Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, 

dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan 

dan Dana Transfer Lainnya

17

Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi,

Asistensi, Sinkronisasi,

Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi 

Pengelolaan Dana Perimbangan dan

Dana Transfer Lainnya

Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan

Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non 

Tunai dengan

Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga 

Keuangan Bukan Bank

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan 

Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non 

Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan 

Lembaga Keuangan Bukan Bank

18

Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan

Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi 

Non Tunai dengan

Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga 

Keuangan Bukan Bank

Terlaksananya Rekonsiliasi Data

Penerimaan dan

Pengeluaran Kas serta

Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D 

dengan Instansi Terkait

Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data 

Penerimaan dan Pengeluaran Kasserta 

Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D 

dengan Instansi Terkait

19

Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data

Penerimaan dan

Pengeluaran Kas serta

Pemungutan dan Pemotongan atas 

SP2D dengan Instansi Terkait

Meningkatnya  Kualitas Tata 

Kelola Akuntansi dan 

Pelaporan Indikator 

Persentase Laporan Keuangan 

Tepat Waktu 

1)Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 

yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP, 2) 

Terlaksananya Penyusunan APBD 

Pertanggungjawaban yang Tepat Waktu  

Persentase Terlaksananya Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Daerah yang tepat waktu dan 

sesuai dengan SAP, dan Ketepatan Waktu 

Dalam Penetapan Perda  tentang Pelaksanaan 

Pertanggung jawaban APBD    

BIDANG 

AKUNTANSI 

DAN 

PELAPORAN

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH
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NSPK Sasaran 

RPJMD yang 

Relevan

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator  Output Program dan Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan 

Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

Daerah

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi  Pelaksanaan 

Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

Daerah

20

Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan 

Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran 

Kas Daerah

Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi

Aset, Kewajiban, Ekuitas,

Pendapatan, Belanja,

Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban

Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan 

Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, 

Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan 

Beban

21

Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi 

Aset, Kewajiban, Ekuitas,

Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, 

Pendapatan-LO, dan Beban

Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Jumlah Laporan Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan 

Semesteran

22

Sub Kegiatan Kordinasi Penyusunan 

Laporan Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan 

dan Semesteran

Terlaksananya Konsolidasi Laporan

Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang 

Terkonsolidasi

23

Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan 

Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Provinsi

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Provinsi 24

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Provinsi dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Provinsi

Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan 

Keuangan BLUD Provinsi

Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan 

Keuangan BLUD Provinsi
25

Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan 

Keuangan BLUD Provinsi
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NSPK Sasaran 

RPJMD yang 

Relevan

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator  Output Program dan Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7

Terpenuhinya layanan penunjang urusan 

kewenangan pengelolaan keuangan

daerah

Persentase pemenuhan layanan penunjang 

urusan kewenangan

pengelolaan keuangan daerah

Kegiatan Penunjang Urusan 

Kewenangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Investasi)

Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah 

Daerah

Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi 

Pemerintah Daerah
26 Analisis Investasi Pemerintah Daerah

Terlaksananya Analisis Perencanaan dan 

Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan 

Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan 

Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan 

Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

27

Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan 

Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok 

dan Bunga Pinjaman Pemerintah 

Daerah

Tersedianya Analisis Perencanaan dan 

Penyaluran Bantuan Keuangan 

Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan 

Penyaluran Bantuan Keuangan
28

Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan

Penyaluran Bantuan Keuangan

Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak 
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat 

dan Mendesak
29

Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat 

dan Mendesak

Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi 

Hasil Provinsi
30

Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi 

Hasil Provinsi

Terwujudnya  Dokumen  Perencanaan 

Kebutuhan BMD, Penatausahaan BMD, 

Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD, 

Inventarisasi, Penertiban dan Laporan 

Belanja Modal yang Akuntabel

Persentase Terwujudnya  Dokumen  

Perencanaan Kebutuhan BMD, Penatausahaan 

BMD, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan  

BMD, Inventarisasi, Penertiban dan Laporan 

Belanja Modal yang Akuntabel

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik 

Daerah

Tersedianya Standar Harga Jumlah Standar Harga yang disusun 31 Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga

Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik 

Daerah 

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik 

Daerah
32

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana

Kebutuhan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Penatausahaan Barang

Milik Daerah

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 

Daerah
33

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang

Milik Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK 

DAERAH

BIDANG 

PENGELOLA

AN BARANG 

MILIK 

DAERAH

Meningkatnya Kualitas 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah Indikator:  

Indeks Pengelolaan 

Aset

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH

Meningkatnya Tata Kelola 

Aset Daerah Indikator:  

Persentase Penambahan Nilai 

Aset Tetap dan Asset 

Management
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NSPK Sasaran 

RPJMD yang 

Relevan

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator  Output Program dan Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7

Terlaksananya Pengamanan Barang Milik

Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang 

Milik Daerah
34

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik

Daerah

Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik 

Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang 

Milik Daerah

35
Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik 

Daerah

Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian 

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan 

Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
36

Sub Kegiatan Pengawasan dan 

Pengendalian Pengelolaan Barang Milik 

Daerah

Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, 

Pemanfaatan, Pemindahtanganan, 

Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik 

Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi 

Penggunaan, Pemanfaatan, 

Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan 

Penghapusan Barang Milik Daerah

37

Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, 

Pemanfaatan, Pemindahtanganan,

Pemusnahan, dan Penghapusan Barang 

Milik Daerah

Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka 

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam 

rangka Penyusunan Laporan Barang Milik 

Daerah

38

Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka 

Penyusunan Laporan Barang Milik 

Daerah

Tersusunnya Penyusunan Laporan Barang Milik 

Daerah

Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang 

Disusun
39

Sub Kegiatan Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Tersusunnya dokumen Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah yang sesuai dengan 

peraturan 

Persentase Dokumen Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah yang disusun sesuai peraturan 

Kegiatan Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Tersusunnya dokumen

perencanaan anggaran daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah
40

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen  

Perencanaan Perangkat Daerah

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
41

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan  RKA-SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD

42

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-

SKPD

URUSAN PENUNJANG BAGIAN SEKRETARIAT
Meningkatnya Tata 

Kelola Organisasi 

Perangkat Daerah

Indikator : 

Persentase 

Pemenuhan Layanan 

Kinerja Perangkat 

Daerah

Meningkatnya Kualitas Tata 

kelola Perencanaan,Evaluasi, 

dan Pelaporan (PEP) 

Perangkat Daerah   indikator 

Persentase Dokumen PEP 

yang tersusun
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Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-

SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
43

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan DPA-SKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Perubahan Dokumen DPA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perubahan DPA-SKPD

44
Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan 

Hasil Koodinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

45

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah
46

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik 

Sektoral Daerah

Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang 

Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup 

Perangkat Daerah

47
Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Statistik Sektoral Daerah

Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik 

Sektoral Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan 

Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
48

Penyelenggaraan Walidata Pendukung 

Statistik Sektoral Daerah

Tersedianya Dokumen Administrasi 

Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun 

sesuai dengan peraturan 

Kegiatan  Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN
49

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN

Terlaksananya Penatausahaan dan  Keuangan 

SKPD yang telah  diuji/diverifikasi

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
50

Sub Kegiatan Pelaksanaan 

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan 

Akuntansi SKPD 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi SKPD
51

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

52

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

Persentase Dokumen Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah yang tersusun sesuai dengan 

peraturan 

Meningkatnya Kualitas Tata 

Kelola Keuangan Perangkat 

Daerah indikator Persentase   

Dokumen Penganggaran dan 

Keuangan yang Tersusun 
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Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
53

Sub Kegiatan Pengelolaan dan 

Penyiapan Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/ Semesteran 

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan 

Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

54

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi Anggaran
55

Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan 

Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Terpenuhinya  Dokumen Administrasi Barang 

Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan 

baik

Persentase Dokumen Administrasi Barang 

Milik Daerah pada perangkat daerah yang 

terpenuhi

Kegiatan  Administrasi Barang Milik 

Daerah pada Perangkat Daerah

Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik 

Daerah SKPD 

Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik 

Daerah SKPD yang disusun
56

Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Terlaksananya Pengamanan Barang Milik 

Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik 

Daerah SKPD
57

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik 

Daerah SKPD

Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan 

Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, 

Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik 

Daerah pada SKPD

58

Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, 

dan Pengendalian Barang Milik Daerah 

pada SKPD

Terlaksananya  Rekonsiliasi dan Penyusunan 

Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan 

Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
59

Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan 

Penyusunan Laporan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

Terlaksananya Penatausahaan

Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD
60

Penatausahaan Barang Milik Daerah 

pada SKPD

Terpenuhinya  Layanan Administrasi 

Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai 

dengan peraturan

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapan
61

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Atribut Kelengkapannya

Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian
62

Pendataan dan Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian

Kegiatan Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Persentase Terpenuhinya  Layanan Administrasi 

Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai 

dengan peraturan

Meningkatnya Kualitas Tata 

Kelola Kepegawaian

Indikator :

Persentase Pelayanan 

Kepegawaian yang Terlaksana

Meningkatnya Kualitas Tata 

Kelola BMD Perangkat Daerah

Indikator :

Persentase Jenis Tata Kelola 

BMD Terlaksana
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Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai
63

Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs 

yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
64

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Terpenuhinya Layanan Aministrasi Umum 

Perangkat Daerah dengan Baik

Persentase Terpenuhinya Layanan 

Aministrasi Umum Perangkat Daerah dengan 

Baik

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ 

Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

65

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan
66

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan
67

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan
68

Sub Kegiatan Penyediaan Barang 

Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya  Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan yang Disediakan
69

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 70 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
71

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis 

pada SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis 

pada SKPD
72

Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD

Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD

73

Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan 

Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Meningkatnya Kualitas Tata 

Kelola Administrasi Umum 

Perangkat Daerah  indikator 

Persentase Pelayanan 

Administrasi Umum yang 

Terlaksana
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Terlaksanaya  Pengadaan Pengadaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah yang sesuai dengan kebutuhan

Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
74

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Disediakan
75

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan

Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 76 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya
77

Sub Kegiatan Pengadaan Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

Tersedianya  Sarana dan Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 
78

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah sesuai dengan 

Kebutuhan Perangkat Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Tersedianya Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
79

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
80

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan
81

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor

Persentase Pengadaan Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

yang sesuai dengan kebutuhan

Meningkatnya Kualitas Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah sesuai 

dengan Kebutuhan 

Perangkat Daerah

Indikator

Persentase Terpenuhinya  

Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah sesuai 

dengan Kebutuhan 

Perangkat Daerah

Meningkatnya kualitas Tata 

Kelola BMD Perangkat Daerah

Indikator :

Persentase Jenis Tata Kelola 

BMD Terlaksana

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase  Tersedianya Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah sesuai dengan 

Kebutuhan Perangkat Daerah
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Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Persentase  Barang Milik Daerah Penunjang 

Uurusan Pemerintahan Daerah yang 

dilakukan Pemeliharaan

Kegiatan  Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajaknya

82

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

Tersedianya  Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasiona atau 

Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

83

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 84 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin 

Lainnya yang terpelihara
85

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya

Terlaksananya  Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

yang Dipelihara/Direhabilitasi
86

Sub Kegiatan 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

Meningkatnya Kualitas Tata 

Kelola BMD Perangkat Daerah

Indikator :

Persentase Jenis Tata Kelola 

BMD Terlaksana

 

 

 

 

 

 

 


